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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kolaborasi antara Pemerintah 
Desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan wisata Pantai 
Vatu Mapida di Desa Enu, yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya 
pengelolaan potensi wisata pantai akibat keterbatasan fasilitas dan 
partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dilaksanakan di Desa Enu dalam 
kurun waktu penelitian tertentu, dengan melibatkan sejumlah informan 
yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, anggota Kelompok Sadar 
Wisata, dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan teori kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) 
yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu dinamika kolaborasi, 
tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan cukup baik terutama pada 
aspek komunikasi dan pembagian peran, namun masih menghadapi 
kendala pada dimensi dampak dan adaptasi berupa keterbatasan fasilitas 
pendukung, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran sebagian 
masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi 
antar pihak dan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan 
kontribusi penting penelitian ini dalam mendukung pengembangan 
wisata Pantai Vatu Mapida yang lebih optimal dan berkelanjutan. 
 
ABSTRACT 
This study aims to explain the collaboration between the Village Government and the Tourism 
Awareness Group in the development of Vatu Mapida Beach tourism in Enu Village, which is 
motivated by the suboptimal management of coastal tourism potential due to limited facilities and 
community participation. This study uses a qualitative research design with a descriptive approach, 
conducted in Enu Village over a certain research period, involving a number of informants consisting 
of village government officials, members of the Tourism Awareness Group, and the local community. 
Data collection was carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Data 
analysis uses the collaboration theory of Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012) which emphasizes 
three main dimensions, namely the dynamics of collaboration, collaborative actions, and impact and 
adaptation. The results of the study indicate that collaboration has been running quite well, especially 
in the aspects of communication and role division, but still faces obstacles in the dimensions of impact 
and adaptation in the form of limited supporting facilities, minimal budget, and low awareness of 
some community members. This study concludes that strengthening coordination between parties and 
increasing community participation are important contributions of this research in supporting the 
development of Vatu Mapida Beach tourism that is more optimal and sustainable. 
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Pendahuluan 

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam 
mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta 
mendukung pelestarian sosial dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai kegiatan 
wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pelaku usaha, serta pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks pembangunan, 
pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai 
instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang strategis karena melibatkan 
kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan dan inklusif (Maspuha, Ardiansyah and Darmawan, 2025). 

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menuntut adanya tata kelola 
kolaboratif yang mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai aktor serta 
menyeimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan (Pratiwi, 2025). 
Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pariwisata berbasis masyarakat 
(community based tourism), yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama 
dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi destinasi wisata. Pendekatan ini 
bertujuan agar manfaat ekonomi dan sosial pariwisata dapat dirasakan secara 
langsung oleh masyarakat setempat sekaligus mendorong pelestarian budaya dan 
sumber daya lokal (Riyanto and Nugraha, 2023). 

Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan, konsep collaborative 
governance menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam pembangunan 
pariwisata. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai 
pengaturan pemerintahan di mana lembaga publik melibatkan aktor non-pemerintah 
secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif berbasis konsensus. 
Pendekatan ini berkembang sebagai respons atas keterbatasan kapasitas administratif 
pemerintah dalam menghadapi kompleksitas pembangunan, sehingga keterlibatan 
masyarakat menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan (Yanes 
et al., 2019). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi lintas aktor 
dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas 
implementasi kebijakan publik. Studi tentang kolaborasi pemerintah dalam 
penyediaan hunian tetap pasca bencana menegaskan bahwa koordinasi antar instansi 
serta partisipasi masyarakat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program 
kolaboratif dan optimalisasi sumber daya pembangunan (Wiranata, Hartawan and 
Yunus, 2025). Selain itu, kajian collaborative governance pada isu sosial menunjukkan 
bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh desain kelembagaan, kepemimpinan 
fasilitatif, serta pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan, yang 
memungkinkan terciptanya layanan publik yang responsif meskipun menghadapi 
berbagai tantangan implementasi (Aprilia, Asrifai and Ahdiah, 2025). Temuan 
tersebut memperkuat relevansi analisis kolaborasi antara pemerintah desa dan 
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kelompok masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis komunitas. 
Penelitian lain dalam konteks pengelolaan pariwisata daerah menunjukkan 

bahwa implementasi collaborative governance antara pemerintah dan masyarakat belum 
selalu berjalan optimal. Studi mengenai pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu 
di Kabupaten Sigi menemukan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan 
menghadapi kendala berupa terbatasnya komunikasi, rendahnya tingkat 
kepercayaan, serta lemahnya komitmen dalam proses kolaborasi, meskipun upaya 
dialog tatap muka dan pembangunan pemahaman bersama telah dilakukan untuk 
memperbaiki hubungan antar aktor (Mashita, Mahfuzat and Abdi, 2024). Temuan ini 
menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada 
kualitas interaksi antar pihak yang terlibat.  

Dari perspektif penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam kemitraan 
lokal, studi lain mengungkap bahwa kurang optimalnya perencanaan, pelatihan, dan 
evaluasi kinerja dalam program kolaborasi desa dapat menurunkan partisipasi 
masyarakat serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan bersama. Oleh 
karena itu, monitoring dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk 
memastikan kemitraan strategis mampu meningkatkan kapasitas masyarakat serta 
mendukung keberhasilan program pembangunan desa (Pratama, Alamsyah and 
Bahri, 2024). 

Selain itu, kajian empiris mengenai pengelolaan pariwisata berbasis kolaborasi 
menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah lokal, masyarakat, serta aktor 
pendukung lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola destinasi 
dan keberlanjutan ekonomi lokal. Kolaborasi yang terbangun melalui koordinasi 
lintas aktor mampu memperkuat kapasitas pengelolaan kawasan wisata sekaligus 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Temuan ini 
mempertegas bahwa pendekatan kolaboratif menjadi instrumen penting dalam 
pembangunan pariwisata berbasis komunitas serta relevan sebagai landasan analisis 
dalam penelitian ini (Ragentu, Darwis and Pradana, 2025). 

Jika ditinjau secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa collaborative governance telah banyak dikaji dalam konteks pelayanan publik, 
pengelolaan sosial, maupun kemitraan pembangunan lokal, namun kajian yang secara 
spesifik menelaah dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar 
Wisata dalam pengembangan destinasi wisata pantai berbasis masyarakat masih 
terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek kelembagaan, 
kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar aktor secara umum, sementara 
interaksi kolaboratif dalam pengelolaan wisata desa dengan karakteristik lokal dan 
kondisi pascabencana belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, 
penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis dinamika 
kolaborasi, tindakan bersama, serta dampak dan adaptasi dalam pengelolaan wisata 
Pantai Vatu Mapida melalui perspektif collaborative governance. 

Karakteristik lokal suatu destinasi yang meliputi sumber daya alam, budaya, 
tradisi, dan kearifan lokal merupakan komponen utama daya tarik wisata sekaligus 
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pembentuk identitas lokal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu 
berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal dengan melibatkan masyarakat sebagai 
pemilik dan penjaga sumber daya wisata (Zabukovec Baruca and Čivre, 2022). Dalam 
konteks ini, Kabupaten Donggala memiliki potensi wisata bahari yang signifikan, 
salah satunya Pantai Vatu Mapida di Desa Enu yang berkembang melalui kerja sama 
antara pemerintah desa dan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata. 

Pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida mengalami dinamika sejak mulai 
berkembang pada tahun 2013. Pada periode 2014–2016, pengelolaan kawasan wisata 
dilakukan oleh Pemerintah Desa Enu dengan dukungan pendanaan operasional dari 
anggaran desa. Namun, sejak awal tahun 2017, pengelolaan wisata diserahkan kepada 
masyarakat lokal melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata Karang Alam yang 
beranggotakan pemuda setempat. Kelompok ini bertujuan menciptakan kenyamanan 
dan keamanan bagi wisatawan serta mengembangkan potensi wisata secara 
berkelanjutan. Meskipun demikian, dalam praktiknya keterlibatan anggota Kelompok 
Sadar Wisata masih terbatas karena sebagian besar anggota memiliki pekerjaan utama 
di luar pengelolaan wisata. 

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida tidak 
sepenuhnya terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah Desa Enu tetap memberikan 
dukungan kebijakan, fasilitasi, dan pendampingan, sementara Dinas Pariwisata 
Kabupaten Donggala berperan dalam memberikan bimbingan teknis, khususnya 
terkait penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata, peningkatan kenyamanan 
pengunjung, serta penataan kawasan wisata. Pola hubungan ini menunjukkan adanya 
praktik tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam 
pengelolaan destinasi wisata berbasis desa. 

Data Kelompok Sadar Wisata Karang Alam menunjukkan bahwa jumlah 
kunjungan wisatawan pada tahun 2016 mencapai sekitar 10.500 orang per tahun. Pada 
tahun 2017, jumlah kunjungan menurun menjadi sekitar 8.000 orang akibat bencana 
gempa dan tsunami. Namun, sejak tahun 2021 hingga saat ini, jumlah kunjungan 
kembali meningkat menjadi sekitar 9.360 orang per tahun. Meskipun demikian, 
peningkatan jumlah kunjungan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan 
penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata. 

Permasalahan utama dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida terletak 
pada belum optimalnya kolaborasi antara Pemerintah Desa Enu dan Kelompok Sadar 
Wisata. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan partisipasi aktif anggota 
Kelompok Sadar Wisata, kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas, serta belum 
terbangunnya ruang komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pihak-
pihak yang terlibat. Kondisi ini menyebabkan tindakan bersama dalam pengelolaan 
dan pengembangan wisata belum berjalan secara maksimal, sehingga berdampak 
pada belum optimalnya keberlanjutan pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik tata kelola kolaboratif 
dalam pengembangan pariwisata. (Rasyid and Darumurti, 2022) menunjukkan bahwa 
kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi 
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Khusus Mandalika diukur melalui indikator komunikasi dan dialog, pembangunan 
kepercayaan dan kesepahaman, legitimasi, serta komitmen. Meskipun kerja sama 
dinilai cukup efektif, penelitian tersebut menemukan masih adanya kelemahan dalam 
aspek dialog dan komunikasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dengan 
masyarakat lokal. Selain itu, (Lestari, Yulyana and Aryani, 2022) mengungkap bahwa 
penerapan collaborative governance dalam pengelolaan wisata alam Green Canyon 
belum berjalan optimal akibat lemahnya desain kelembagaan, ketidakjelasan 
partisipasi pemangku kepentingan, serta minimnya pemahaman aktor terkait proses 
kolaborasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif 
tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan aktor, tetapi juga oleh dinamika interaksi, 
tindakan bersama, dan kemampuan adaptasi dalam proses kolaborasi. Sejalan dengan 
penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka collaborative governance yang 
dikemukakan oleh (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) yang menekankan tiga 
komponen utama, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan bersama, serta dampak dan 
adaptasi, sebagai alat analisis untuk memahami proses kolaborasi dalam pengelolaan 
wisata Pantai Vatu Mapida. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
bentuk dan dinamika kolaborasi antara Pemerintah Desa Enu dan Kelompok Sadar 
Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida. Penelitian ini 
juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya kolaborasi, 
khususnya yang berkaitan dengan dinamika kolaborasi, tindakan bersama, serta 
dampak dan adaptasi dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian 
tata kelola kolaboratif pariwisata pada level desa, khususnya dalam konteks destinasi 
wisata pantai berbasis masyarakat di wilayah pasca bencana, serta menjadi bahan 
evaluasi bagi pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata, dan pemangku kepentingan 
terkait dalam upaya memperkuat kolaborasi dan mewujudkan pengelolaan wisata 
Pantai Vatu Mapida yang berkelanjutan. 

 
Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bentuk dan 
proses kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 
dalam pengembangan objek wisata Pantai Vatu Mapida di Desa Enu. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena kolaborasi 
secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, serta interaksi para aktor 
yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desa. 

Lokasi penelitian ditetapkan di Pantai Vatu Mapida, Desa Enu, dengan 
pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan objek wisata yang sedang 
dikembangkan melalui kerja sama antara pemerintah desa dan Pokdarwis. Selain itu, 
lokasi ini dinilai relevan untuk mengkaji praktik kolaboratif dalam pembangunan 
pariwisata berbasis masyarakat. 
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Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. 
Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan untuk menggali informasi 
terkait peran masing-masing aktor, proses pengambilan keputusan, bentuk kerja 
sama, serta kendala yang dihadapi dalam pengembangan Pantai Vatu Mapida. 
Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi objek wisata, 
aktivitas pengelolaan, serta interaksi antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan 
masyarakat sekitar. 

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan 
bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung 
dalam kegiatan pengembangan pariwisata. Informan dalam penelitian ini meliputi 
Kepala Desa Enu, perangkat desa yang membidangi pariwisata, pengurus Pokdarwis, 
serta masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pantai Vatu 
Mapida. 

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, berupa dokumen 
perencanaan desa, laporan kegiatan Pokdarwis, peraturan terkait kepariwisataan, 
serta data pendukung lain yang relevan dengan pengembangan Pantai Vatu Mapida. 

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, sejak tahap 
pengumpulan data hingga penelitian selesai. Proses analisis meliputi reduksi data, 
yaitu pemilahan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian penyajian data, 
dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi yang sistematis serta penarikan 
kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian mengenai dinamika kolaborasi, 
tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi dalam pengembangan Pantai Vatu 
Mapida, dengan mengacu pada teori kolaboratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh 
(2012). 
 
Hasil  
1. Dinamika Kolaborasi 
A. Prinsip Bersama (Principled Engagement) 

Prinsip bersama merupakan fondasi awal dan berkelanjutan dalam proses 
kolaborasi. Prinsip ini dibangun melalui interaksi yang berlangsung secara terus-
menerus, baik melalui dialog tatap muka maupun komunikasi yang dimediasi oleh 
teknologi. Dalam konteks pengembangan Pantai Vatu Mapida, prinsip bersama 
diwujudkan melalui kegiatan rapat dan evaluasi rutin yang dilakukan setiap bulan 
oleh para pemangku kepentingan untuk membahas kendala, kebutuhan, serta inovasi 
pengelolaan wisata. 

Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, antara lain Pemerintah Desa Enu, 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata, masyarakat lokal, pelaku 
usaha, dan pengunjung. Keberagaman aktor tersebut mencerminkan adanya proses 
pengungkapan kepentingan (discovery) sebagaimana dijelaskan oleh Emerson et al. 
(2012), yaitu proses di mana masing-masing aktor mengemukakan nilai, kepentingan, 
serta perannya dalam kolaborasi guna membangun pemahaman bersama (shared 
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meaning). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Enu menyadari 

keterbatasan modal dan sumber daya manusia dalam mengelola Pantai Vatu Mapida 
secara mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah Desa memilih untuk melibatkan 
masyarakat melalui Pokdarwis sebagai strategi pembagian peran dan tanggung 
jawab. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Enu “Pantai Vatu Mapida 
dikelola oleh Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan masyarakat dan Kelompok Sadar 
Wisata (Pokdarwis) karena adanya keterbatasan modal serta jumlah tenaga kerja jika dikelola 
sepenuhnya secara mandiri” (Hasil wawancara, 25 Agustus 2025). Pernyataan tersebut 
menunjukkan adanya pengungkapan kepentingan yang jelas antara aktor pemerintah 
dan masyarakat. Pemerintah Desa berfokus pada fungsi administratif, kebijakan, dan 
koordinasi lintas sektor, sementara Pokdarwis dan masyarakat menjalankan peran 
operasional di lapangan. Pengungkapan ini berkontribusi pada terbentuknya 
pembagian peran yang disepakati bersama, meskipun belum sepenuhnya 
diformalkan secara kelembagaan. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota Pokdarwis yang menegaskan adanya 
kesadaran kolektif dalam berbagi tanggung jawab “Kami berbagi tugas Desa yang urus 
izin dan hubungan ke Dinas Pariwisata, sementara kami yang pastikan kondisi di Pantai Vatu 
Mapida tetap berjalan baik setiap harinya.” (Hasil wawancara, 25 Agustus 2025)” Temuan 
ini menunjukkan bahwa prinsip bersama dalam kolaborasi tidak dibangun melalui 
paksaan struktural, melainkan melalui kesadaran akan kepentingan bersama. 
Keterlibatan masyarakat didorong oleh pemahaman bahwa pengelolaan wisata yang 
baik akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
ekonomi lokal. 

Praktik kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan 
bersama mencerminkan konsep collaborative problem solving, di mana permasalahan 
kompleks membutuhkan kontribusi individu dengan keahlian dan perspektif berbeda 
agar dapat diselesaikan secara efektif (Graesser et al., 2020). Kolaborasi di Pantai Vatu 
Mapida tidak hanya menghasilkan pembagian peran, tetapi juga menumbuhkan sikap 
saling memahami dan visi bersama di tengah keterbatasan sumber daya. 

Selain itu, pembentukan Pokdarwis Kelompok Wisata Karang Alam yang 
melibatkan 20 pemuda lokal menjadi bukti konkret dari upaya penguatan prinsip 
bersama. Kelompok ini berfokus pada peningkatan keamanan, kenyamanan, serta 
pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan operasional. Tingginya 
jumlah kunjungan wisatawan, yang mencapai lebih dari 100 orang per hari, 
menunjukkan bahwa kolaborasi ini memberikan dampak nyata. 

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kendala pada tingkat 
implementasi, khususnya terkait konsistensi partisipasi sumber daya manusia. Tidak 
semua anggota Pokdarwis dapat terlibat aktif secara berkelanjutan karena memiliki 
pekerjaan utama lain. Kondisi ini menyebabkan hanya sebagian kecil anggota yang 
menjalankan fungsi manajerial dan operasional secara intensif, sehingga berpotensi 
melemahkan keberlanjutan prinsip bersama yang telah terbentuk. 
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Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pariwisata menjalankan peran pembinaan 
dan pendampingan sebagai bentuk dukungan non-fisik akibat keterbatasan anggaran. 
Strategi ini mencerminkan fungsi pemerintah dalam aspek alokasi, distribusi, dan 
stabilisasi, khususnya melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia agar 
masyarakat dapat mandiri dalam mengelola potensi wisata. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi 
dalam pengembangan Pantai Vatu Mapida telah memenuhi unsur prinsip bersama 
sebagaimana dikemukakan oleh (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012). Kolaborasi 
dibangun atas dasar kepentingan ekonomi, tanggung jawab moral, dan kesadaran 
kolektif. Namun, keberlanjutan kolaborasi masih menghadapi tantangan 
kelembagaan, terutama terkait konsistensi peran dan komitmen anggota Pokdarwis, 
yang perlu mendapat perhatian agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal dan 
berkelanjutan. 

 
B. Motivasi Bersama 

Motivasi bersama dalam pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida di Desa 
Enu menjadi pendorong utama bagi semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan 
bersama, meskipun implementasinya menghadapi berbagai kendala. Salah satu aspek 
penting adalah kepercayaan bersama, di mana semua aktor, termasuk Pemerintah 
Desa, Pokdarwis, dan masyarakat, menyadari bahwa kerja sama hanya akan efektif 
jika dibangun atas dasar saling percaya. Hasil wawancara dengan Ibu Ram’ani 
menunjukkan bahwa kepercayaan ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan 
komunikasi rutin, sehingga Pokdarwis dapat mengikuti seluruh perkembangan 
pengelolaan pantai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. 
Kepercayaan menjadi kunci sinergi karena tanpa rasa saling percaya, proses 
kolaborasi tidak akan berjalan lancar. Pemerintah Desa berupaya menjaga 
kepercayaan tersebut melalui transparansi, pembagian informasi secara terjadwal, 
dan koordinasi intensif dengan anggota Pokdarwis yang aktif, yang sekaligus 
mencerminkan fungsi stabilisasi, alokasi non-fisik, dan distribusi pengetahuan dalam 
teori fungsi pemerintah. Kepala Desa Enu menegaskan bahwa setiap kegiatan selalu 
dikonfirmasi dan didiskusikan dengan anggota Pokdarwis yang masih aktif, 
meskipun jumlahnya terbatas, untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan 
pantai. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun keterbatasan anggota Pokdarwis 
dan sumber daya menjadi tantangan, upaya membangun kepercayaan tetap menjadi 
landasan utama agar kolaborasi dapat berjalan. 

Selain kepercayaan, pemahaman bersama antaraktor juga menjadi faktor penting 
dalam motivasi kolaborasi. Pemahaman bersama tercipta melalui komunikasi yang 
konsisten, evaluasi kegiatan, dan saling menghargai tugas masing-masing pihak. 
Hasil wawancara dengan Ibu Nuraisyah dari Dinas Pariwisata dan Bapak Muhdin 
dari Pokdarwis menunjukkan bahwa intensitas komunikasi dan evaluasi saat ini 
menurun karena banyak anggota Pokdarwis yang tidak lagi aktif. Kondisi ini 
menyebabkan interaksi lebih terbatas pada segelintir anggota yang tetap konsisten, 
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sehingga kolaborasi berjalan secara parsial dan tidak optimal. Temuan ini 
menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman bersama akibat disfungsi internal 
organisasi mitra memaksa Pemerintah Desa melakukan adaptasi pragmatis dalam 
menjalankan peran koordinasi, yang berdampak pada terbatasnya representasi 
kelembagaan dan kurang optimalnya sinergi. Dengan kata lain, keberhasilan 
kolaborasi sangat tergantung pada kesiapan dan konsistensi kedua belah pihak, di 
mana struktur internal Pokdarwis menjadi faktor penentu dalam efektivitas 
komunikasi dan pengambilan keputusan. 

Aspek ketiga dari motivasi bersama adalah komitmen, yang mengatur sejauh 
mana pihak-pihak yang terlibat menjaga kesepakatan dan melaksanakan tanggung 
jawabnya secara konsisten. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Enu dan anggota 
Pokdarwis, Bapak Muhdin, menunjukkan bahwa komitmen secara formal telah 
ditetapkan melalui aturan dan kesepakatan, namun realitas di lapangan berbeda 
karena sebagian anggota Pokdarwis kurang aktif. Hal ini menyebabkan kolaborasi 
kehilangan efektivitasnya meskipun aturan formal telah tersedia. Temuan ini sejalan 
dengan penelitian (Rasyid and Darumurti, 2022) yang menekankan bahwa 
keberadaan regulasi formal dan komitmen tertulis saja tidak cukup untuk menjamin 
keberhasilan kolaborasi sinkronisasi antara komitmen pemerintah dan keaktifan mitra 
di lapangan menjadi faktor kunci. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi tata 
kelola Pantai Vatu Mapida sangat bergantung pada konsistensi partisipasi sumber 
daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Tanpa komitmen yang nyata dan 
berkelanjutan, kesepakatan yang ada hanya menjadi instrumen formal tanpa dampak 
signifikan terhadap pengembangan destinasi. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi bersama di 
Pantai Vatu Mapida terbentuk melalui kepercayaan, pemahaman, dan komitmen 
antaraktor, namun implementasinya menghadapi kendala signifikan akibat 
rendahnya partisipasi anggota Pokdarwis. Meskipun pemerintah berupaya mengelola 
komunikasi, evaluasi, dan pendampingan secara intensif, lemahnya partisipasi 
kolektif membatasi efektivitas kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi 
bersama, walaupun menjadi pendorong penting dalam kolaborasi, belum sepenuhnya 
optimal karena dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan konsistensi partisipasi 
aktor, sehingga pengelolaan Pantai Vatu Mapida masih membutuhkan penguatan 
kapasitas internal dan komitmen berkelanjutan agar tujuan bersama dapat tercapai. 

 
C. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama 

Kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengembangan pariwisata Pantai 
Vatu Mapida mencerminkan sejauh mana pihak-pihak yang terlibat memiliki 
kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya untuk berkolaborasi secara efektif. Salah 
satu aspek penting adalah kepemimpinan, yang berperan sebagai pengarah, mediator, 
fasilitator, dan advokat bagi masyarakat serta Pokdarwis. Hasil wawancara dengan 
Ibu Nuraisyah dari Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa meskipun instansi 
pemerintah memiliki otoritas untuk memberikan arahan dan menentukan parameter 
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pengembangan, efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada dukungan 
kolektif dari masyarakat dan Pokdarwis. Kendala utama yang muncul adalah 
kurangnya partisipasi aktif masyarakat, yang menghambat realisasi arahan dan 
kebijakan pemerintah di lapangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Muhdin 
dari Pokdarwis, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk menciptakan 
kesadaran wisata dan menjalankan kegiatan operasional belum berjalan optimal 
karena komunikasi dengan Pemerintah Desa tidak lagi terjalin dengan baik. Temuan 
ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat harus didukung oleh partisipasi 
aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan pariwisata dapat 
berjalan sesuai tujuan bersama. 

Aspek kedua adalah pengetahuan, yang menjadi modal penting bagi aktor untuk 
berpartisipasi dalam kolaborasi. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Dinas 
Pariwisata secara rutin memberikan pelatihan, arahan, dan informasi terkait 
pengembangan pantai, namun saat ini distribusi pengetahuan lebih difokuskan pada 
anggota Pokdarwis yang masih aktif. Pendekatan selektif ini merupakan strategi 
adaptif untuk memastikan setiap arahan diterapkan secara efektif, namun berdampak 
pada terjadinya kesenjangan kompetensi dan asimetri informasi antara anggota yang 
aktif dan yang pasif. Bapak Aslan menegaskan bahwa informasi dan arahan hanya 
diberikan kepada mereka yang tetap konsisten menjalankan tugas operasional, 
sehingga kolaborasi saat ini bersifat parsial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 
pengetahuan merupakan instrumen strategis untuk membangun kapasitas lokal, 
efektivitasnya tergantung pada keterlibatan dan konsistensi anggota. 

Aspek ketiga adalah sumber daya, yang mencakup kapasitas fisik maupun 
nonfisik yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa Dinas Pariwisata telah menyediakan forum koordinasi dan pembagian peran, 
tetapi keterbatasan jumlah anggota Pokdarwis yang aktif menjadi hambatan utama. 
Minimnya partisipasi kolektif menyebabkan pembagian peran tidak terlaksana secara 
merata dan kegiatan operasional menjadi terbatas pada beberapa individu kunci saja. 
Hal ini diperkuat oleh Bapak Muhdin, yang menjelaskan bahwa keterlibatan mereka 
hanya sebatas membersihkan area pantai dan menjaga keamanan karena kurangnya 
koordinasi dan pertemuan resmi. Temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan 
sumber daya tidak hanya soal kapasitas fisik, tetapi juga terkait keberlanjutan 
partisipasi, komunikasi, dan pembagian peran secara kolektif, sehingga efektivitas 
kolaborasi saat ini masih terbatas dan belum optimal sesuai teori Balogh dkk. 

Secara keseluruhan, kapasitas melakukan tindakan bersama di Pantai Vatu 
Mapida menunjukkan bahwa kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya 
menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi. Meskipun pemerintah telah 
berupaya menyediakan arahan, pelatihan, dan forum koordinasi, keterbatasan 
partisipasi Pokdarwis dan masyarakat mengakibatkan pelaksanaan kolaborasi 
bersifat parsial. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata yang 
efektif membutuhkan sinergi antara kepemimpinan yang kuat, distribusi 
pengetahuan yang merata, dan pemanfaatan sumber daya secara kolektif agar tujuan 
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bersama dapat tercapai secara optimal. 
 

2. Tindakan-tindakan Kolaborasi 
Tindakan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida 

dilakukan melalui serangkaian kegiatan nyata yang mencerminkan interaksi dan kerja 
sama antar pihak, termasuk Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), 
masyarakat, pelaku usaha, dan pengunjung. Setiap pihak memiliki peran spesifik 
yang saling melengkapi sehingga tercipta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. 
Namun, efektivitas kolaborasi ini masih terbatas akibat kendala komunikasi, frekuensi 
intervensi yang rendah, serta penurunan keaktifan anggota Pokdarwis. 

Salah satu bentuk tindakan kolaborasi adalah fasilitasi (facilitating), yang 
dilakukan untuk mempermudah implementasi kerja sama melalui sosialisasi, 
bimbingan teknis, dan arahan kepada masyarakat maupun anggota Pokdarwis. Hasil 
wawancara dengan Ibu Nuraisyah dari Dinas Pariwisata mengungkapkan bahwa 
upaya fasilitasi sudah dilakukan melalui sosialisasi kesadaran wisata dan bimbingan 
teknis, namun frekuensinya sangat rendah sehingga berdampak pada penurunan 
aktivitas Pokdarwis. Pernyataan Ketua Pokdarwis, Bapak Muhdin, menegaskan 
bahwa meskipun mereka tetap memberikan kontribusi tenaga dan mengirim anggota 
untuk pelatihan, upaya ini belum maksimal karena keterbatasan dukungan dan 
frekuensi pelaksanaan dari pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa Beberapa 
studi empiris menemukan bahwa meskipun kerangka collaborative governance idealnya 
menuntut pendampingan yang konsisten, fasilitasi yang efektif, serta penyederhanaan 
tugas bersama antar pemangku kepentingan agar kolaborasi berjalan optimal, 
implementasi di lapangan sering belum mencapai kondisi tersebut karena hambatan 
koordinasi, kapasitas fasilitator yang belum memadai, dan kurangnya mekanisme 
kerja sama yang terstruktur (Yasintha, 2020). 

Tindakan kedua adalah memajukan proses kolaborasi (advancing the process), 
yang dilakukan melalui pertemuan berkala, komunikasi, dan koordinasi antara pihak 
pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat. Namun, hasil wawancara mengindikasikan 
bahwa pertemuan dan komunikasi ini jarang dilakukan sehingga kolaborasi belum 
efektif. Hambatan komunikasi menyebabkan stagnasi koordinasi, di mana rencana 
pengembangan kawasan tidak tersosialisasikan dengan baik hingga ke tingkat akar 
rumput. Sebagai akibatnya, kerja sama cenderung bersifat formal dan administratif, 
bukan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak. 

Selain itu, Pokdarwis berperan sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan 
pantai, termasuk menjaga kebersihan, mengatur parkiran, membantu pengunjung, 
dan menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. 
Pernyataan Bapak Muhdin menekankan bahwa semua kegiatan dilakukan secara 
gotong royong, namun dukungan pemerintah dan Dinas Pariwisata baru hadir pada 
kegiatan besar, sehingga kapasitas kolaborasi sering terhambat. Pemerintah Desa 
sendiri berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan infrastruktur, regulasi, dan 
dukungan logistik. Pelaku usaha lokal juga turut berkontribusi, khususnya dalam 
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menjaga kebersihan dan kelestarian pantai karena keberhasilan pengelolaan 
berdampak langsung pada pendapatan mereka. Selain itu, pengunjung juga menjadi 
bagian dari kolaborasi dengan menjaga kebersihan dan menghormati fasilitas. 

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat hambatan struktural, 
kolaborasi di Pantai Vatu Mapida tetap berlangsung melalui sinergi antara 
pemerintah, Pokdarwis, pelaku usaha, dan pengunjung. Kolaborasi yang terbentuk 
bersifat kombinasi antara formal dan informal, di mana aksi nyata sektor privat dan 
partisipasi masyarakat mendukung keberlanjutan destinasi meski ada keterbatasan 
kapasitas internal pengelola. Hal ini sejalan dengan konsep capacity for joint action 
menurut (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012), yang menekankan kemampuan 
berbagai pihak untuk bekerja secara sinergis, saling mendukung, dan bertanggung 
jawab terhadap peran masing-masing. 

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kolaborasi di 
Pantai Vatu Mapida mencakup fasilitasi, pemajuan proses kolaborasi, pembagian 
peran, dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Meski berbagai bentuk 
tindakan sudah dilaksanakan, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya 
frekuensi fasilitasi, minimnya komunikasi, dan penurunan partisipasi anggota 
Pokdarwis, sehingga kolaborasi yang terjadi belum sepenuhnya optimal dan 
berkelanjutan. 

 
3. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi 

Kolaborasi yang terjadi di Pantai Vatu Mapida telah memberikan sejumlah 
dampak positif baik terhadap pengembangan wisata maupun masyarakat lokal. Salah 
satu dampak utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga 
kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pantai. Kesadaran ini tercermin dalam 
kegiatan gotong royong rutin, pemantauan pengunjung, serta kepatuhan terhadap 
aturan desa. 

Kolaborasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, 
karena pantai yang terjaga kebersihannya, fasilitas yang tertata, serta pelayanan yang 
ramah, membuat Pantai Vatu Mapida menjadi destinasi lebih menarik. Peningkatan 
kunjungan ini memberikan dampak ekonomi positif bagi pelaku usaha lokal, yang 
dapat menawarkan makanan, minuman, dan jasa wisata lainnya. 

Selain itu, kolaborasi memungkinkan adaptasi terhadap keterbatasan sumber 
daya. Masyarakat dan Pokdarwis menyesuaikan metode pengelolaan pantai 
berdasarkan masukan dari pengunjung maupun pemerintah desa. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Ibu Nuraisyah dari Dinas Pariwisata  

“Kami selalu berupaya memberikan pendampingan dan pemantauan pada destinasi wisata yang 
dikelola oleh masyarakat, termasuk Pantai Vatu Mapida. Memang, bantuan dana belum dapat kami 
berikan secara maksimal karena anggaran kami masih sangat terbatas. Namun, kami berharap 
masyarakat tetap bersemangat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di sana.” (Hasil 
Wawancara, 27 Agustus 2025) 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya soal 

pembagian peran, tetapi juga tentang kemampuan adaptasi untuk menghadapi 
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keterbatasan sumber daya dan tantangan operasional. Efektivitas kolaborasi sangat 
dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, saling percaya, dan kesepakatan bersama 
yang mengikat semua pihak dalam mencapai tujuan bersama. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Enu, Bapak Aslan, dijelaskan: 
“Mengelola pariwisata memang sulit jika dilakukan sendiri, karena banyak hal yang harus 
dikerjakan sementara sumber daya yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, kami harus berkolaborasi 
dengan pihak lain, yaitu Pokdarwis Pantai Vatu Mapida dan masyarakat sekitar. Dampaknya, 
kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Namun demikian, kolaborasi yang kami jalankan masih 
belum berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan 
Pokdarwis.” (Hasil Wawancara, 28 Agustus 2025) 
Hasil ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah menumbuhkan kesadaran 

masyarakat akan sadar wisata, tercermin dari kebiasaan menjaga kebersihan, 
keramahan terhadap wisatawan, dan keamanan pantai. Namun, dampak keseluruhan 
belum optimal, karena belum semua aspek pengelolaan kawasan terpenuhi, seperti 
keindahan, ketertiban, dan tata ruang fisik pantai yang masih dipengaruhi oleh 
aktivitas domestik dan bangunan semi-permanen masyarakat. 

Pernyataan Bapak Muhdin dari Pokdarwis juga menegaskan hal ini: 
“Pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida tidak dapat dilakukan secara mandiri, sehingga 
kami turut terlibat dan berkolaborasi dengan Pemerintah Desa. Namun, menurut kami, kolaborasi 
tersebut belum memberikan dampak yang besar (signifikan) terhadap perkembangan pariwisata di 
Pantai Enu. Terlebih lagi, kurangnya komunikasi dari pihak kami juga berdampak pada pengelolaan 
pantai tersebut.” (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025) 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kolaborasi terhadap 

pengembangan Pantai Vatu Mapida bersifat parsial. Kesadaran masyarakat terhadap 
sadar wisata dan peluang ekonomi lokal mulai terbentuk, tetapi keterbatasan 
komunikasi, sumber daya, dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Pokdarwis 
menghambat pencapaian hasil secara menyeluruh. 

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh 
(Masaguni et al., 2025), yang menekankan bahwa beberapa studi tentang collaborative 
governance menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak bersifat linier, melainkan 
bersifat siklikal, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemangku 
kepentingan menghasilkan umpan balik yang kemudian dianalisis dan diadaptasi 
oleh seluruh pihak untuk memperbaiki strategi kolaboratif, meningkatkan koordinasi, 
dan menyesuaikan tindakan berikutnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Di 
Pantai Vatu Mapida, umpan balik ini tercermin dari penyesuaian pola pengelolaan 
pantai oleh Pokdarwis dan masyarakat lokal, serta adaptasi strategi pendampingan 
dari pihak Dinas Pariwisata. 

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Pantai 
Vatu Mapida telah memberikan dampak positif sosial dan ekonomi, sekaligus 
membentuk mekanisme adaptasi yang memungkinkan keberlangsungan pengelolaan 
destinasi meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Meski demikian, 
kolaborasi belum mencapai efektivitas maksimal karena beberapa tujuan pengelolaan 
kawasan, seperti estetika, ketertiban, dan koordinasi yang solid antara pemangku 
kepentingan, masih perlu ditingkatkan. 
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Pembahasan  
1. Dinamika Kolaborasi 
A. Prinsip Bersama (Principled Engagement) 

Prinsip bersama (Principled Engagement) menjadi fondasi penting dalam 
kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida, karena menentukan arah, 
kualitas komunikasi, dan kesepahaman antar aktor yang terlibat. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa praktik focus group discussions dan pertemuan antar pemangku 
kepentingan sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif. Forum seperti ini digunakan 
untuk mendiskusikan peran masing-masing aktor, masalah yang dihadapi, serta 
strategi pengembangan pariwisata lokal (Afni, 2022). Aktivitas ini mencerminkan 
praktik pengungkapan (disclosure), yaitu keterbukaan terhadap kepentingan, nilai, 
dan harapan tiap aktor, sebagaimana diuraikan oleh (Utami, Adianto and Mayarni, 
2022) bahwa implementasi collaborative governance, keterlibatan aktor dalam dialog 
tatap muka yang menghasilkan common understanding atau pemahaman bersama 
merupakan bagian dari proses kolaboratif yang efektif untuk pembangunan 
kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keterlibatan Pokdarwis 
dalam tugas operasional seperti menjaga kebersihan dan mengelola parkir, sementara 
Pemerintah Desa mengurusi aspek administratif dan koordinasi dengan Dinas 
Pariwisata, menunjukkan pembagian peran yang efektif sesuai dengan kapasitas 
masing-masing pihak. Hal ini selaras dengan teori (Berliandaldo, Chodiq and 
Fryantoni, 2021) bahwa Kolaborasi multi-aktor dalam pengembangan pariwisata 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang menjalankan peran dan tanggung 
jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama praktik ini menciptakan 
sinergi struktural yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang optimal yang tidak 
dapat dicapai oleh aktor individual secara berdiri sendiri. 

Selanjutnya, prinsip deliberasi (diskusi bersama) menjadi mekanisme penting 
untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Diskusi ini sejalan 
dengan (Robertson and Choi, 2012) yang menekankan bahwa deliberasi merupakan 
inti dari kolaborasi multi-aktor karena melalui prosesnya para pemangku kepentingan 
dapat secara terbuka bertukar ide, mengidentifikasi masalah bersama, dan bergerak 
menuju pencapaian konsensus yang disepakati bersama, sehingga menjadi indikasi 
keberhasilan dan legitimasi tindakan kolaboratif. Namun, penelitian menemukan 
bahwa praktik deliberasi saat ini belum optimal karena Pemerintah Desa cenderung 
lebih fokus kepada anggota Pokdarwis yang aktif, sehingga sebagian anggota lainnya 
jarang dilibatkan. Kondisi ini mengurangi efektivitas prinsip bersama karena 
komunikasi dua arah dan partisipasi kolektif tidak berjalan merata. 

Selain itu, motivasi ekonomi dan moral juga menjadi pendorong utama 
keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Pantai Vatu Mapida. Wawancara 
dengan pelaku usaha setempat mengungkapkan bahwa masyarakat secara sukarela 
membantu Pokdarwis karena menyadari keterkaitan langsung antara kebersihan 
pantai dan potensi pendapatan tambahan. Fenomena ini sejalan dengan penelitian 
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(Chan, Marzuki and Mohtar, 2021) yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat 
dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis komunitas tidak hanya didorong 
oleh insentif ekonomi berupa peluang pendapatan dan manfaat kesejahteraan, tetapi 
juga oleh komitmen moral terkait pelestarian budaya, lingkungan, dan tanggung 
jawab sosial yang mereka rasakan sebagai bagian dari komunitas lokal. Pola ini 
menunjukkan bahwa penggerakan prinsip bersama tidak hanya formal, tetapi juga 
dipengaruhi oleh modal sosial, kesadaran kolektif, dan persepsi manfaat yang 
dirasakan oleh masyarakat. 

Dari perspektif fungsi pemerintah, proses pengembangan pariwisata di Pantai 
Vatu Mapida juga mencerminkan penerapan Fungsi Stabilisasi, Alokasi, dan 
Distribusi. Stabilisasi pembangunan desa dapat tercermin melalui upaya menciptakan 
kemandirian masyarakat agar keberlanjutan sosial dan ekonomi tetap terjaga, 
sedangkan alokasi dan distribusi program terlihat melalui penyediaan koordinasi 
kelembagaan serta transfer kapasitas melalui pembinaan dan pelatihan kepada 
kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat merupakan indikator penting 
pemberdayaan dalam pengelolaan desa wisata, serta peningkatan kapasitas dilakukan 
melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan peran Pokdarwis dalam 
pengembangan potensi lokal (Rahman and Natalia, 2025). Pendekatan ini sejalan 
dengan teori (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) yang menekankan bahwa 
kolaborasi yang berhasil membutuhkan pengelolaan kapasitas bersama, pemahaman 
lintas aktor, dan distribusi sumber daya untuk memastikan keberlanjutan tujuan 
kolaboratif. 

Secara keseluruhan, prinsip bersama di Pantai Vatu Mapida telah berjalan positif 
melalui pengungkapan kepentingan, pembagian peran yang jelas, deliberasi, dan 
keterlibatan masyarakat berbasis insentif ekonomi serta tanggung jawab moral. 
Namun, hambatan muncul akibat tidak meratanya partisipasi anggota Pokdarwis dan 
keterbatasan sumber daya manusia, sehingga deliberasi dan pengambilan keputusan 
kolektif tidak optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak 
hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kesiapan aktor, modal sosial, 
dan distribusi kapasitas antar pihak secara berkelanjutan. 
B. Motivasi Bersama 

Motivasi bersama menjadi faktor krusial dalam membangun kolaborasi efektif 
di Pantai Vatu Mapida, karena seluruh pihak yang terlibat mulai dari Pemerintah 
Desa, Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga masyarakat 
lokal harus memiliki tujuan yang sama dan diarahkan untuk mencapainya secara 
kolektif. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam motivasi bersama adalah 
kepercayaan antar pihak (trust). Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Enu 
menunjukkan bahwa informasi yang transparan dan komunikasi yang konsisten 
menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan ini. Kepercayaan bersama 
memfasilitasi koordinasi, mencegah konflik, dan memungkinkan tindakan kolaboratif 
berjalan lancar, meskipun jumlah anggota Pokdarwis yang aktif semakin terbatas. 



	-	147	

Copyright	©	2026,	JSIP:	Jurnal	Studi	Inovasi	Pemerintahan	
3089-1426	(e-ISSN)	

 
 

Temuan ini sejalan dengan (Hanafi, 2022), yang menekankan bahwa dalam proses 
kolaborasi pengelolaan destinasi pariwisata, integritas dan kualitas kepercayaan antar 
pemangku kepentingan terbukti menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas 
kerja sama dan efektivitas pengelolaan, karena tanpa terciptanya hubungan 
kepercayaan yang kuat, komitmen bersama dan koordinasi tindakan sering kali 
melemah dan menghambat pencapaian tujuan pariwisata yang berkelanjutan. 

Selain kepercayaan, pemahaman bersama menjadi pilar motivasi kolektif. 
Pemahaman bersama mengacu pada kesepakatan dan keselarasan persepsi antara 
aktor terkait mengenai peran, tanggung jawab, dan prosedur dalam pengelolaan 
destinasi. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pariwisata, komunikasi rutin, 
evaluasi kegiatan, serta penghargaan terhadap peran masing-masing pihak 
merupakan upaya untuk membangun pemahaman bersama. Namun, praktik di 
lapangan menunjukkan adanya disfungsi kelembagaan akibat rendahnya partisipasi 
anggota Pokdarwis, sehingga frekuensi komunikasi dan koordinasi menurun. 
Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya 
tergantung pada arahan formal pemerintah, tetapi juga pada kemampuan internal 
komunitas untuk mempertahankan struktur komunikasi dan koordinasi yang efektif, 
sebagaimana ditekankan dalam teori (Damanik and Rahayu, 2021) bahwa 
pemahaman bersama (shared understanding) yang dibangun melalui komunikasi, 
dialog, dan refleksi antar aktor kolaboratif merupakan prasyarat penting untuk 
kelancaran interaksi dalam proses kolaborasi, karena tanpa pemahaman yang sama 
mengenai tujuan, nilai, dan strategi kerja sama, konflik interpretasi dan 
miskomunikasi dapat menghambat efektivitas kolaboratif. 

Komponen ketiga yang mendukung motivasi bersama adalah komitmen 
terhadap tujuan dan aturan yang telah disepakati. Hasil wawancara dengan 
Pemerintah Desa dan Pokdarwis menunjukkan bahwa komitmen formal berupa 
regulasi atau kesepakatan tertulis tidak otomatis menjamin keberlanjutan 
pengelolaan. Rendahnya partisipasi anggota Pokdarwis menjadi penghambat utama, 
sehingga aturan yang ada hanya berlaku secara simbolis. Hal ini mendukung temuan 
(Putro and Briliayanti, 2019) bahwa efektivitas kolaborasi pemangku kepentingan 
(termasuk pemerintah, komunitas, dan sektor swasta) dalam pengelolaan destinasi 
dipengaruhi oleh adanya tujuan bersama yang terkoordinasi dan komitmen tinggi 
dari semua pihak, meskipun tantangan seperti kepercayaan dan komunikasi masih 
perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil optimal. Dalam konteks ini, komitmen 
bukan sekadar kepatuhan formal, tetapi juga keterlibatan aktif yang menegaskan 
keseriusan semua pihak dalam menjalankan tanggung jawab kolektif. 

Secara keseluruhan, motivasi bersama di Pantai Vatu Mapida terbangun melalui 
integrasi antara kepercayaan, pemahaman, dan komitmen. Meski faktor-faktor ini 
telah menjadi fokus pemerintah dan komunitas, praktik di lapangan menunjukkan 
adanya keterbatasan akibat menurunnya jumlah anggota aktif Pokdarwis, komunikasi 
yang jarang, dan pengelolaan informasi yang tidak merata. Fenomena ini menegaskan 
bahwa motivasi bersama harus didukung oleh modal sosial yang kuat, partisipasi 
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kolektif yang konsisten, serta mekanisme komunikasi yang berkelanjutan. Pendekatan 
ini sesuai dengan teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengenai capacity for 
joint action, di mana keberhasilan kolaborasi bergantung pada integrasi kepercayaan, 
pemahaman, dan komitmen semua pihak. Temuan serupa juga diperkuat oleh 
penelitian (Syarifuddin, 2025), Dalam pariwisata berbasis masyarakat, modal sosial 
yang mencakup jaringan sosial, kepercayaan, norma bersama, serta keterlibatan aktif 
komunitas menjadi faktor penting yang memperkuat koordinasi antar pemangku 
kepentingan dan memfasilitasi keberlanjutan kolaborasi, karena hubungan sosial 
yang kuat mendorong partisipasi, mobilisasi sumber daya lokal, dan aksi kolektif yang 
berkelanjutan. 

 
C. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama 

Kapasitas melakukan tindakan bersama merupakan dimensi penting dalam 
kolaborasi pengembangan pariwisata, karena menentukan sejauh mana para aktor 
yang terlibat mampu bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan kolektif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya 
menjadi tiga komponen utama yang membentuk kapasitas ini. Kepemimpinan 
memainkan peran sentral dalam mengarahkan, memediasi, dan memfasilitasi 
kolaborasi antar-pihak. Dinas Pariwisata, sebagai instansi pemerintah, memiliki 
otoritas untuk memberikan arahan dan menentukan parameter pengembangan bagi 
Pokdarwis dan masyarakat lokal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa 
efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada dukungan kolektif masyarakat. 
Meskipun kebijakan dan arahan telah diberikan, minimnya partisipasi masyarakat 
serta komunikasi yang tidak terjalin secara efektif menjadi hambatan fundamental, 
sehingga memperlambat akselerasi pengembangan Pantai Vatu Mapida. Hal ini 
konsisten dengan teori (Nurhayati, Kusuma and Rahman, 2024) yang menyatakan 
bahwa Kepemimpinan dalam konteks kolaboratif tidak semata-mata merupakan 
fungsi instruksi formal melainkan sebuah proses sinergis dua arah yang menuntut 
pemimpin untuk memotivasi, mengintegrasikan dan mendorong keterlibatan aktif 
seluruh aktor, sambil menciptakan struktur komunikasi shared-leadership yang kuat 
sehingga kolaborasi berjalan efektif dalam mencapai tujuan bersama. 

Selain kepemimpinan, pengetahuan menjadi faktor krusial dalam membangun 
kapasitas kolaboratif. Pengetahuan yang dimaksud adalah informasi dan arahan yang 
dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi secara efektif dalam 
kolaborasi. Berdasarkan wawancara, Dinas Pariwisata masih memberikan pelatihan 
dan informasi secara selektif hanya kepada anggota Pokdarwis yang aktif, sehingga 
kelompok yang kurang aktif tidak menerima arahan yang sama. Pola selektif ini, 
meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pada pihak yang benar-
benar mengelola destinasi, menyebabkan terjadinya fragmentasi kolaborasi dan 
kesenjangan kompetensi antara anggota yang aktif dan pasif. Fenomena ini sejalan 
dengan temuan (Ahmad et al., 2024), yang menekankan bahwa strategi pengembangan 
SDM sektor pariwisata melalui partisipasi masyarakat memberikan peluang 
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pertukaran pengetahuan antara pelaku dan komunitas lokal, sehingga meningkatkan 
kapasitas sumber daya manusia dalam pariwisata. Partisipasi yang inklusif 
menjembatani dialog dan pembelajaran bersama dalam pengembangan pariwisata. 
Dengan demikian, adaptasi strategis pemerintah yang bersifat selektif dapat 
mengoptimalkan efektivitas jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan kohesi 
kelembagaan masyarakat secara keseluruhan. 

Komponen ketiga yang menjadi penentu kapasitas melakukan tindakan bersama 
adalah ketersediaan sumber daya, baik fisik maupun non-fisik. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa meskipun Dinas Pariwisata telah mengalokasikan peran dan 
mengadakan koordinasi formal, keterbatasan jumlah anggota Pokdarwis yang aktif 
menghambat aktualisasi pembagian peran tersebut. Dampaknya, kegiatan kolaboratif 
seperti pengelolaan kebersihan, pemantauan pengunjung, dan pertemuan koordinatif 
tidak berjalan secara optimal. Temuan ini sesuai dengan teori (Milandika, Yudartha 
and Wirantari, 2024) yang menekankan bahwa dalam praktik collaborative governance, 
kolaborasi efektif mensyaratkan ketersediaan sumber daya yang memadai termasuk 
sumber daya fisik, kapasitas manusia, pengetahuan bersama, serta komitmen 
tanggung jawab kolektif antar pemangku kepentingan karena tanpa dukungan 
sumber daya ini, kemampuan kolektif untuk bertindak bersama sering kali terbatas 
dan hasil kolaboratif menjadi kurang optimal. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa 
kapasitas kolektif untuk bertindak bersama belum sepenuhnya terwujud karena 
partisipasi masyarakat masih terbatas dan forum koordinasi jarang dilakukan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kapasitas melakukan 
tindakan bersama di Pantai Vatu Mapida sangat ditentukan oleh sinergi antara 
kepemimpinan yang efektif, akses pengetahuan yang merata, dan ketersediaan 
sumber daya. Ketiadaan partisipasi yang luas, komunikasi yang tidak teratur, dan 
pembagian informasi yang selektif menyebabkan kolaborasi menjadi parsial, sehingga 
tujuan pengembangan pariwisata belum dapat dicapai secara maksimal. Hal ini 
menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata 
berbasis masyarakat tidak hanya bergantung pada arahan formal pemerintah, tetapi 
juga pada kemampuan seluruh aktor untuk beradaptasi, berbagi pengetahuan, dan 
memanfaatkan sumber daya secara optimal, sebagaimana diuraikan dalam teori 
(Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) mengenai capacity for joint action, serta 
penelitian (Sulistiowati, Adisa and Caturiani, 2021) terkait dalam pengelolaan 
destinasi pariwisata yang berkelanjutan, sinergi antar-stakeholder menjadi aspek yang 
sangat penting karena keterlibatan aktif dan koordinasi yang baik antara berbagai 
pemangku kepentingan seperti pemerintah, komunitas lokal, pelaku usaha, dan 
sektor swasta memperkuat komitmen bersama, mengatasi hambatan operasional, 
serta meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi secara keseluruhan. 

 
2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi di Pantai Vatu Mapida 

Tindakan kolaborasi di Pantai Vatu Mapida mencerminkan dinamika kerja sama 
multi-aktor yang melibatkan Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, Pokdarwis, 
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masyarakat, pelaku usaha, dan pengunjung. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada 
pembagian peran, tetapi juga mencakup upaya fasilitasi, pengembangan proses, dan 
sinergi operasional, yang secara kolektif bertujuan meningkatkan pengelolaan 
kawasan wisata. Upaya fasilitasi yang dilakukan pemerintah terlihat melalui 
sosialisasi kesadaran wisata serta penyelenggaraan bimbingan teknis bagi anggota 
Pokdarwis. Meski demikian, penelitian menemukan bahwa frekuensi kegiatan 
tersebut masih rendah, sehingga dampaknya terhadap partisipasi aktif anggota 
Pokdarwis belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Ansell and Gash, 2008) 
yang menekankan bahwa keberhasilan fasilitasi dalam konteks kolaborasi lintas 
pemangku kepentingan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan sesaat, melainkan 
memerlukan intervensi yang kontinu dan pendampingan yang terstruktur untuk 
membangun kapasitas, memperkuat komitmen bersama, serta mempertahankan 
sinergi proses kolaboratif dalam jangka panjang, karena tanpa kerangka fasilitasi yang 
berkelanjutan, kolaborasi cenderung terhambat dan kurang efektif. Selain itu, 
partisipasi masyarakat dan Pokdarwis dalam kegiatan gotong royong serta pelatihan 
informal menunjukkan adanya adaptasi komunitas terhadap peluang belajar, 
meskipun dukungan pemerintah terbatas, sehingga modal sosial berupa komitmen 
kolektif dan kepercayaan menjadi faktor pengganti sementara untuk menjaga 
keberlanjutan kolaborasi. 

Upaya memajukan proses kolaborasi di Pantai Vatu Mapida menuntut 
komunikasi yang konsisten, forum diskusi rutin, dan koordinasi antar-aktor. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa mekanisme ini belum berjalan optimal karena 
minimnya frekuensi pertemuan dan interaksi formal, sehingga visi pengembangan 
kawasan belum tersosialisasikan secara menyeluruh di tingkat akar rumput. 
Fenomena ini mendukung teori (Sentanu et al., 2025) Literatur tentang collaborative 
governance menegaskan bahwa capacity for joint action, yang mencerminkan 
kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sinergis dalam tindakan kolektif, sangat 
ditentukan oleh kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan dan struktur 
koordinasi yang konsisten tanpa kedua faktor ini, kapasitas kolektif untuk mengambil 
tindakan bersama cenderung lemah dan kurang efektif dalam mencapai tujuan 
kolaboratif. Minimnya komunikasi antar pihak menyebabkan disintegrasi peran 
antara Dinas Pariwisata dan Pokdarwis, yang mengurangi efektivitas kolaborasi dan 
menurunkan motivasi partisipasi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan temuan 
(Fadhil et al., 2025) yang menegaskan bahwa Kolaborasi publik yang efektif menuntut 
adanya kanal komunikasi yang kuat dan forum interaksi yang rutin antara pemangku 
kepentingan, karena mekanisme komunikasi yang terbuka dan pertemuan terjadwal 
memungkinkan aktor untuk menyelaraskan kepentingan, memperkuat pemahaman 
bersama, serta menciptakan koordinasi yang produktif dalam proses kolaboratif. 

Di sisi lain, sinergi operasional antara Pokdarwis, pelaku usaha, dan pengunjung 
menunjukkan adanya bentuk kolaborasi informal yang efektif. Pokdarwis berperan 
dalam pengelolaan teknis, seperti kebersihan, pengaturan parkir, dan informasi 
pengunjung, sementara pelaku usaha menjaga kawasan untuk kepentingan ekonomi 
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mereka, dan pengunjung berkontribusi melalui kepatuhan terhadap norma lokal. 
Kolaborasi informal semacam ini menciptakan simbiosis mutualisme, di mana 
keberlanjutan destinasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada 
kontribusi aktif komunitas dan sektor privat. Fenomena ini sejalan dengan (Wibowo 
and Belia, 2023) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal dalam 
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pariwisata berkelanjutan merupakan 
bagian dari prinsip pembangunan pariwisata yang mampu menjaga keseimbangan 
antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Hasil penelitian menegaskan 
bahwa kombinasi antara strategi formal pemerintah dan praktik nyata komunitas 
menjadi kunci keberhasilan kolaborasi di Pantai Vatu Mapida, yang memungkinkan 
standar pelayanan dan kelestarian kawasan tetap terjaga meskipun terdapat kendala 
administratif dan struktural. 

Secara keseluruhan, tindakan kolaborasi di Pantai Vatu Mapida mencakup 
dimensi fasilitasi, pengembangan proses, dan sinergi operasional. Meskipun sudah 
menunjukkan efektivitas tertentu dalam aspek sosial dan ekonomi, keterbatasan 
frekuensi fasilitasi, minimnya komunikasi formal, dan kurangnya forum koordinasi 
menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi memerlukan 
peningkatan kontinuitas pendampingan, komunikasi yang intens, dan sinergi yang 
lebih formal antara pemerintah, komunitas, dan sektor privat. Realitas ini menegaskan 
bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya berbasis struktur formal, tetapi juga 
membutuhkan modal sosial, komunikasi transparan, dan kepedulian kolektif untuk 
memastikan keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. 

 
3. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi 

Kolaborasi antara masyarakat lokal, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan 
pemerintah desa di Pantai Vatu Mapida telah memberikan dampak positif terhadap 
pengembangan pariwisata, meskipun masih terdapat tantangan dalam 
implementasinya. Dampak positif terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat 
terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pantai, yang tercermin dalam 
kegiatan gotong royong, pengawasan pengunjung, dan kepatuhan terhadap aturan 
desa. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Laksmi, Arjawa and Pulawan, 2023) yang 
menegaskan bahwa kolaborasi antara komunitas lokal dan pemangku kepentingan 
dalam pengembangan pariwisata tidak hanya memperkuat kesadaran dan 
keterlibatan masyarakat setempat dalam aktivitas wisata, tetapi juga berkontribusi 
pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan melalui kontribusi budaya 
autentik, layanan lokal, dan aktivitas partisipatif yang memperkaya pengalaman 
kunjungan. 

Kolaborasi yang berjalan efektif juga mendorong peningkatan jumlah kunjungan 
wisatawan, yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi lokal. Pelaku usaha di 
sekitar pantai mendapatkan peluang pendapatan tambahan melalui penjualan 
makanan, minuman, dan jasa pariwisata. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Khusaini 
et al., 2024), yang menyatakan bahwa kolaborasi stakeholders (pentahelix) dalam 
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pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan 
membantu meningkatkan daya tarik desa wisata dengan melibatkan akademisi, 
pemerintah, pelaku bisnis, dan komunitas dalam kerangka pengembangan bersama. 

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara kesadaran 
sosial masyarakat dengan pengelolaan fisik dan estetika kawasan pantai. Walaupun 
masyarakat telah mengadopsi prinsip sadar wisata, keberadaan bangunan semi-
permanen dan aktivitas domestik di sepanjang pantai masih mengurangi keindahan 
visual dan kenyamanan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa Keberhasilan 
kolaborasi lintas pemangku kepentingan tidak hanya ditentukan oleh adopsi perilaku 
sosial di antara aktor, tetapi juga sangat bergantung pada koordinasi manajerial yang 
efektif dan komunikasi yang terbuka antaraktor, karena tanpa adanya mekanisme 
koordinasi dan komunikasi yang memadai, kolaborasi cenderung tidak berjalan 
optimal dan tidak mencapai tujuan bersama (Hidayat, 2025). Tanpa keselarasan 
kebijakan antara Pokdarwis dan Pemerintah Desa, capaian positif pada aspek sosial 
dapat tereduksi oleh tata ruang fisik yang belum terorganisir secara optimal. 

Selanjutnya, penelitian ini menyoroti aspek adaptasi dalam proses kolaborasi. 
Masyarakat dan Pokdarwis menunjukkan kemampuan menyesuaikan kegiatan 
berdasarkan umpan balik dari pengunjung maupun pemerintah desa, meskipun 
dukungan finansial dari pemerintah terbatas. Fenomena ini mengonfirmasi teori 
(Musavengane and Kloppers, 2020), yang menyatakan bahwa dalam konteks 
kolaborasi yang resilien, modal sosial termasuk jaringan hubungan, kepercayaan 
antar-aktor, dan komunikasi yang transparan berperan sebagai sumber daya strategis 
yang dapat memperkuat kemampuan kolektif untuk bertahan dan beradaptasi ketika 
sumber daya finansial terbatas, karena modal sosial memungkinkan pertukaran 
informasi, koordinasi tindakan, dan penyelesaian konflik secara efektif tanpa 
bergantung sepenuhnya pada dukungan moneter. Adaptasi semacam ini 
memungkinkan kolaborasi untuk tetap berjalan, meskipun terdapat kendala 
operasional, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata berbasis 
masyarakat. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Pantai 
Vatu Mapida sudah memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran masyarakat 
dan peluang ekonomi, tetapi masih memerlukan peningkatan komunikasi, koordinasi 
pengelolaan fisik, dan strategi adaptasi yang lebih sistematis agar tujuan 
pengembangan pariwisata dapat tercapai secara menyeluruh. Integrasi antara aspek 
sosial, ekonomi, dan manajerial menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan 
kolaborasi serta pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat. 

 
Kesimpulan  

Penelitian ini memberikan pencerahan mengenai praktik kolaborasi antara 
Pemerintah Desa Enu dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan Pantai Vatu 
Mapida, dengan memberikan wawasan berharga tentang dinamika kolaborasi, 
tindakan bersama, serta dampak dan adaptasi dalam pengelolaan wisata berbasis 
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masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi terbentuk melalui 
pembagian peran yang jelas, motivasi dan kepercayaan bersama antaraktor, serta 
kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif, meskipun partisipasi anggota 
Kelompok Sadar Wisata yang terbatas dan kendala komunikasi menjadi tantangan 
utama. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata berbasis 
masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan aktor, tetapi juga oleh 
kemampuan mereka beradaptasi dan berkoordinasi dalam menghadapi keterbatasan 
sumber daya dan kondisi pasca bencana. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara 
lain fokus pada satu destinasi wisata sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan, 
data yang diperoleh lebih banyak dari anggota aktif Pokdarwis, serta observasi jangka 
panjang yang masih terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar 
Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata meningkatkan partisipasi anggota 
melalui pelatihan dan sosialisasi rutin, memperkuat mekanisme komunikasi dan 
koordinasi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap strategi pengelolaan wisata. 
Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi ke beberapa destinasi wisata 
berbasis masyarakat, menilai dampak jangka panjang kolaborasi terhadap 
kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, serta mengembangkan model 
tata kelola kolaboratif yang lebih adaptif dan inklusif, sehingga memberikan dasar 
kebijakan yang lebih komprehensif untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. 
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